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AL FIKRA MU’MIN SYA’BANA 2026. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP 

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NOMOR PUTUSAN 734/Pid.B/2024/PN.BJM YANG 

BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI SATU BUAH KAPAL TANKER YANG 

DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, 

Universitas Lambung Mangkurat. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn. 126 

RINGKASAN 

 

Pernyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal ini 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Sebagaimana penyitaan memiliki hubungan dengan bagaimana asas kemanfaatan dapat 

diterapkan, tujuan dari penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai 

barang bukti dimuka sidang pengadilan. Didalam proses penanganan dan penyelesaian 

perkara pidana, upaya pembuktian merupakan upaya yang paling esensial dalam proses 

pembuktian didepan persidangan majelis hakim yang mengadili terdakwa, karena didalam 

persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupaya mengajukan berbagai macam alat 

bukti yang sah disertai barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim atas kesalahan 

terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum ( JPU ). 

Namun, dalam penyitaan juga memiliki hak dan kewajiban dalam kepemilikan sebelum 

selanjutnya melanjutkan permprosesan dari mekanisme secara hukum, terutama dalam 

penggelapan yang dilakukan oleh instansi atau mitra yang dilakukan oleh beberapa oknum, 

dan menetapkan benda tidak bergerak menjadi alat bukti dalam pemusnahhan, dalam tujuan 

penulisan ini meneliti bagaimana keputusan hakim terhadap pemusnahan benda tidak 

bergerak yang bukan dari hasil kejahatan. 
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MU’MIN SYABANA, AL FIKRA. 2026. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NOMOR PUTUSAN 

734/Pid.B/2024/PN.BJM YANG BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI SATU BUAH 

KAPAL TANKER YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Program Magister Ilmu Hukum, 

Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., 

M.Kn.126 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci   : Tindak Pidana, Penggelapan, Putusan Pengadilan 

 

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun 

yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 

yakni Menurut sistem KUHP, Menurut cara merumuskan, Berdasarkan betuk kesalahan, 

berdasarkan macam perbuatannya, Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, 

Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya, Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan 

dalam hal penuntutan, Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Berdasarkan 

kepentingan hukum yang dilindungi, dan Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu 

larangan. 

Tindak Pidana Penggelapan merupakan tindak pidana yang merujuk kepadakerugian dari 

pihak yang memiliki hak kepemilikannya, penggelapan tentu saja mengacu pada hukum 

seperti penyitaan maupun pemusnahan. Sedangkan dalam putusan pengadilan sendiri 

merupakan ketetapan mengenai bagaimana hukum tersebut sudah memiliki sifat yang tidak 

dapat diganggu gugat. 

Dalam penelitian ini analisis terkait Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penggelapan Minyak 

pada Tongkang, yang dimusnahkan sedangkan bertentangan terhadap kepemilikan serta hak 

dan kewajibannya, tentu saja ini merujuk pada bagaimana Tujuan dari Asas Kemanfaatan 

terutama berkaitan dengan perundang-undangan di atasnya, terutama pada Pasal 123 butir b 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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MU’MIN SYABANA, AL FIKRA. 2026. ANALYSIS OF THE JUDGE'S 

CONSIDERATIONS REGARDING THE CRIMINAL ACT OF EMBEZZLEMENT 

DECISION NUMBER 734/Pid.B/2024/PN.BJM RELATED TO THE EVIDENCE OF 

ONE TANKER SHIP CONFISCATED BY THE STATE. Master of Law Program, 

Graduate Program, Lambung Mangkurat University. Dr. Anang Shophan Tornado, 

S.H.,M.H.,M.Kn. 126 

ABSTRACT 

 

Keywords: Criminal Offenses, Embezzlement, Court Decisions 

 

Criminal offenses are actions that are prohibited and punishable by law for anyone who 

violates these prohibitions. Criminal offenses can be distinguished on certain bases, namely 

According to the Criminal Code system, According to the formulation, Based on the form of 

the offense, Based on the type of act, Based on the time and duration of occurrence, Based on 

the source, From the perspective of the subject, Based on the necessity of a complaint in the 

case of prosecution, Based on the severity of the punishment imposed, Based on the legal 

interests protected, and From the perspective of how many times the act must be committed to 

become a violation. 

Criminal embezzlement is a criminal act that refers to the loss of the party who has 

ownership rights. Embezzlement certainly refers to laws such as confiscation and 

destruction. Meanwhile, the court's decision itself is a ruling on how the law has become 

final and binding. 

This study analyzes the court decision on the criminal act of embezzlement of oil on a barge, 

which was destroyed in violation of ownership and rights and obligations. 
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